LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 40 TAHUN 1980 SERI D. NO. 40.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 BALI
NOMER : 04 TANUN 1979
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN]A.
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 BALI TAHUN ANGGARAN
L979/1980,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 BALI
Menimbang : Bahwa Perubahan ke-l Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1979/1980 perlu di-
tetapkan depgan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenpgara Barat dan Nusa Tenggara
Timur ;

2. Undang-Undang Nomer : § Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah ; .

3. Peraturan Pemerintah Nomer : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuvangan Daerah ;

4, Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyu-
sunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara
Penyusunan Perhitungan APBD ;

5. Peraturan Menteri Dalam Megerl Nomer 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tats Usaha
Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan APBD ;

6. Surat Menteri Dalam Negerl Nomer : KUPD,1/2/38 tanggal 24
Pebruari 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 ;
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7. Peraturan Daerah Nomer : 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Pera-
turan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat [ Bali ;

B. Peraturan Daerah Nomer 02 Tahun 1979 tentang Penetapan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Tahun Anggaran 1873/1980 ;

9, Surat Keputusan Menteri Dalam Neperi Nomer : KUPD.1/6/35-54
tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980,

: Musyawargh Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propin-
si Daerah Tingkat I Bali tanggal : 17, 19, 21 dan 22 Desember 1979,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat T Bali.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE-I ANGGA-
RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT [ BALI TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1.
(1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperki-
rakan bertambah dengan Rp. 4.736.163.563,27
diperinci sebagai berikut :
a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan Rp. 12,906.365,610,—
Bertambah . . , Rp. 4.165.064 867,28
Berkurang ... Rp. =

Rp. 4.165.064.867 28
Pendapatan Rutin sebelum Perubahan Rp. 17.071.430.477,28
b. Pendapatan Pembangunan sebelum =
Perubahan .. ......ooovvnvnns ....Rp. 2.888.100.000,—
Bertambah . . . Rp. 571.098.605,99
Berkurang . .. .Rp. =

Rp. 571.098.695.99

Pendapatan Pembangunan setelah
Perubahan .. ......coicreinniannn Rp. 3.459.198.605,99
(2). Perincian Penrambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada

ayat {1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam
lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

{1). Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan
bertambah denpan . . ....... e Rp. 4.736.163.563,27



diperineci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan . . .

Bertambah Rp. 3.306.893.5629,02
Berkurang Rp. =i

Belanja Rutin setelah Perubahan

b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan . .........0000s, ;

Bertambah Rp. 1.429.170.034 25

Berkurang Rp. L

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan .. ..o vivwnnwnnnass

Rp. 12.562.456.610,—

Rp. 3.306.993.529,02
Rp. 15.869.450.139,02

Rp. 4.232.000.000,—

Rp. 1.429.170.034,26

llE. 4,661,170.0 34i25

{2). Perincian penambahan/penpgurangan Belanja dimaksud pada ayat (1)
sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran

3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Angparan Pendapalan dan Belanja Daerah tahun angoavan 1979/

1980 setelah Perubahan menjadi

Pasal 4.

Rp. 20.530.62:1.173,27

(1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1979/1980

diperkirakan bertambah denpan
sebagai berikut :

Rp. 325.680.629,38 diperinei

a, Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 1.048.231.000,—

bertambah . ... .0.000h s L

... Rp.  176470.629,38

Pendapatan Rutin setelah pemhahan Rp.

. Pendapatan Pembangunan sebelum

Perubahan .. . oovvowurvnaissneia Rp.
Bertambah......... T B Rp.

1.224.701.629,38
=

149.210.000,—

Pendapatan Pembangunan setelah

Perubghan . .. ...oomiiniinnnens Rp.

149.210.000,—

(2). Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub
a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran

5 dan 6 Peraturan Daerah ind,
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(1).

(2).

Pasal 5.
Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1979/1980
diperkirakan bertambah Rp. 325.680.62938 diperinci sebagai
berikut ;
2. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 1.048.231.000—

Bertambah ................ P - 4 1 3 176.470.629,38
Jumlah Belanja Rutin setelah

Perubahan .......... e Rp. 1.224.701.62938

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan...........oo0iiienus, Rp. i
Berbambiah | o i i i e Rp. 148,210.000,—
Belanja Pembangunan setelah

Perubahan . ..... T Rp. 149.210.000,—

Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a
dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8
Peraturan Daerah ini.

Pasal a.

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada hari diundangkan setelah
mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKANDI: DENPASAR.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT P : DESEMBER 1979
DAERAH PROPINSI DAERAH ADA TANGGAL ; 22 3.
"TINGKAT 1 BALI GUBERNUR KEPALA DAERAH
WAKIL KETUA TINGEATIBALI
tt.d, ttd.
{1 GUSTINGURAH SINDYA BA ) (MANTRA)
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NIP. 130095383 -

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I
Dengan surat keputusan

tanggal : 4 Pebruar 1980 No. : 903 -12
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. . 40 tanggal : 28 Juli Tahun 1980
Seri : D No. : 40

Sekretarls Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

DRS, SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939,




KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 903-12,

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN]A
DAERAHN PROPINSI DAERAH TINGKAT | BALI TAHUN ANGGARAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

1979/ 1980

MENTERI DALAM NEGERI,

. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Bali Nomor @ 04 Tahun

1979 tanggal 22 Desember 1979 tentang Penetapan Perubahan 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkatl 1
Bali Tahun Angparan 1979/1980, vang disampaikan dengan surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkal [ Bali tangeal 29 Desember 1979
Nomor @ Keu, 11/1/934/1979 ;

: Bahwa Perubahan 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Propin-

si Daerah Tingkat 1 Bali Tahun Anggaran 1973/1980 tersebut diatas,
perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku ;

: 1, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2, Pasal 64 ayat (6) Undanp-Undang Republik Indonesia Nomor :
5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
(L.IN. Tahun 1974 Nomor : 38 ; T.L.N. Nomor . 3037) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1979 ten-
tang Anpgaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : & Tahun 1875
tentang  Pengurusan, Pertanpgungjawaban dan Pengawasan Ke-
uangan Daerah (L.N. Tahun 1875 Nomor : 5) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1975
teniang Cara Penyusunan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tala Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi-
lungan Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun
1975 Nomor @ 8) .

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor @ 11
Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anpggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah |

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor .
102 Tahun 1979 tanggal 12 Juni 1979 tentang Pelaksanaan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daersh juncto Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 139 Tahun 1979 tang-
gal 2 Agustus 1979 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri
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=]

10,

Dualam Negeri Republik Indonesia Nomor @ 102 Tahun 1979 {en-
tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
KUPD, 1/6/35-54 tanpgal 17 Mei 1879 tentang Pengesahan Ang-
paran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinst Daerah Tingkat |
Bali Tahun Anggaran 1979/ 1980 .

. Surat Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia tangpal 24 Teb-

ruar 1979 Nomor . KUPD. 1/2:38 tentang Pedoman Penvusiian
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/ 19H0 |
Peraturan Daerab Propinsi Daerah Tingkat 1T Bali Nomor @ 02
Tahun 1979 tanggal 9 April 1979 tentang Penetapan Anggaran
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Bali Tahun Ang
garan 19791980 ;

MEMUTUSKAN:

: Mengesahkan Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat T Bali No-

mor : 04 Tahun 1979 tanpgal 22 Desember 1979 tentang Penela-
pan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Daerah Tingkal | Bali Tahun Anggaran 1979/1980, dengan Kelen-
tuan sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran  1979/1980 di-
perkirakan  berlambah  dengan  tp. 2A443.138.563,27 sehinpso
menjadi Rp. 18.237.604.173,27 dan diperinei sebagai berikul :
a. Pendapatan Rutin )

sebelum perubahan. (.. .. Rp. 12.906.365.610 —

Dikurangi ... c.vvnvnenn Rp. 150.150.000,~

sosudi dengan Ive-

putusan Menteri

Dralam Negeri No.

KUPD.1/6/35-54.

....... Rp. 12.756.215.610,—
Bertambah. . ... . Bk Rp. 2.015.064.867,28

Pendapatan Rutin selelah .
perubalian . ..o ou ean EEa i Bp. 14.771.280.477.28

b. Pendapatan Pembangu-
nan sebelum perubahan . : Rp. 2.888.100.000,—

Bertambah ... ........:Rp. B78.223.69599
Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan . . ...... .. ..ol Rp. 3.466.323.695,99

Jumiah Pendapatan Daerah setelah
perubahan . ... .. i lip. 18,237 .604.173,27




2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 diperki-
rakan bertambah dengan Rp. 2.443.138.563,27 sehingga men-
jadi p. 18.237.604.173,27 dan diperinei sebagai berikut .

d. Belanja Rulin sebelum
perubahan Rp, 125624650610 —
Dikurangi .. ..... Rp. 150150000 —
sesual dengan Ke-
pulusan Menter Dalam
Meperi No, KUPD.1/6/

Rp. 12412.315.610,—
Berlambah .. ... . Rp. 1.156.993.529 02
Belanja Rulin setelah pera-
T T Rp. 13.569.309.139,02

I Belanja Pemba-
ngunan sebelum

perubahan . .. ... Rp. 3.232.000.000,-

Berlambah ., ..., Rp. 1.436.295.034,25

Belanja Pembangunan selelah

Pera b e e Rp. 4.668.295.034,25

Jumlah Belanja Daerah setelah
peribahan . ..o i i Rp. 18.237.604.173,27

#. Jumlah selurubh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkal 1 Bali Tahun Anggaran 1979/1980 setelah
perubahan menjadi Rp. 18.237.604.173,27 dengan penjelasan
sebagal berikul

a. Sisa lebilh perhitungan anggaran tabhun yang lalu seperti ter-
cantum pada ayat 1.1.1.000 Komponen Anggaran Pendapa-
tan Butin sebesar Rp. 2.590.750.882.73 harus dikurangi sebesar
Rp, 2.150.000.000,— yaitu Usng muka Subsidi/Perimbangan
Kevangan Triwulan 1 Tahun Anpgaran 1979/1980, sehingga
menjadi Rp, 440,750,.883,73 karena vang muka tersebut telah
termasuk pada Subsidi/Perimbangan Keuangan yang tercantum
pada avat 1.2,1.002.

Maka pada jumlah angka rencana Pendapatan Rutin setelah
perubahan sebesar Rp. 17.071.430477,28 dilakukan pengu-
ranpan sebesar Rp. 2.300.150.000,— (Rp. 2.150.000.000,—
ditambah HBp. 150.150.000,—) sehingga menjadi Rp. 14.771.
28047728 dan pada jumlah angka rencana Belanja Rutin
sehesar Rp. 15.869.459.139 .02 dilakukan pengurangan sebesar
iRp. 2.300.150.000,— sehingga menjadi Rp. 13.569.309.139,02,
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b, Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat 1 yang tercantum pada

ayat 1P.1.2.1.001 sebesar Rp. 2.525.000.000,— bertambah
sebesar Rp. 7.125.000,— sehingga menjadi Rp. 2.532.125.000—
yaitn dana untuk Monitoring proyek-proyek sekioral oleh
Bappeda Tingkat I, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum
dan Menteri Koordinator Bidang Ekuin/Ketua Bappenas No-
mor : 124 Tahun 1979 : Nomeor : 325/KMK.03/1379 , Nomor:
218/KPTS/1979 ; Nomor : 2182/K/7/1979 tanggal 23 Juli
1979 tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelak-
sanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1979/
1980 juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun
1979 tanggal 26 Juli 1979 tentang Pedoman lebih lanjut menge-
nai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Ting-
kat I Tahun 1979/1980, Maka pada jumlah angka rencana Pen-
dapatan dan Pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 3.459,
198.695,99 dilakukan penambahan sebesar Rp. 7.125.000,— se-
hingga menjadi Rp. 3.466.323.695,00 dan pada jumlah angka
rencana Belanja Pembangunan sebesar Rp. 4.661.170.034.25
dilakukan penambahan sebesar Rp. 7.125.000,— sehingga men-
jadi Hp. 4.668.295.034,25

4. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut
a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran

1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 325.680.623,33
sehingga menjadi Rp. 1.373.911.629,38 dan diperinci sebagai
berikut :
1. Pendapatan Rutin

sebelum perubahan Rp. 1.048.231.000,—

Bertambah. ...... Rp. 176.470.628.38
Pendapatan Rutin setelah
perubahan . ............,...... Rp. 1.224.701,629,38

2. Pendapatan Pembangunan
sebelum perubahan . Rp, —.—

Bertambah ....... Rp. 149.210.000—
Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan ,...... e s Bpe 149.210.000—

Jumlah Pendapatan Urusan Kas
dan Perhitungan setelah perubahan RE‘ 1.3"?3.911.629I38

. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/

1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 32568062038
s:ehllﬂgga menjadi Rp, 1.373.911.629,38 dan diperinci sebagai
berikut .

1. Belanja Rutin se-



belum perubahan  Rp. 1.048.231.000,—

Bertambah ....... Rp. 176.470.629,38
Belanja Rutin setelah
perubahan . . ..viiv i Rp. 1.224.701.629,38

2. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan . Rp. _—

Bertambah. . ,.....Rp. 149210000 —
Belanja Pembanpunan
setelah perubahan . ... .. cessen.. Bp.  149.210,000,38

Jumlah Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan setelah perubahan , .. . Rp. 1.373.911.629,38
—_———

5. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 19758/1380
setelah perubahan adalah sebesar Rp. 18.237.604.173,27 terdiri
dari : 4

1. PENDAPATAN :
— Rutin Rp. 14.771.280.477.28
— Pembangunan Rp. 3.466.323.695,99

Jumlah........ . Rp. 18,237.604.173,27
b. BELAN]JA:

= Rutin Rp. 13.569.309.139,02
— Pembangunan Rp. 4.668.295.034,25

Jumlah..... A A R Rp. 18.237.604.173,27

c. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1972/1380
setelah perubahan adalah sebagai berikut :

I. ANGGARAN RUTIN :
— Pendapatan Rp. 1.224.701.629,38
— Belanja Rp. 1.224.701,629,38
SBeligih. . voceinens werssBpe Nihil
2. ANGGARAN PEMBANGUNAN :
— Pendapatan Rp. 149.210.000—
— Belanja Rp. 1492.210000—
TR B 5T PR v B MR )

Kedua : Apabila dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terdapat penam-
bahan Subsidi/Perimbangan Keuangan 'Daerah, antara lain untuk
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Bantuan Pembangunan lanjutan Kantor Gubernur Kepala  [Dieral
Tingkat 1 Bali seperti yang dicantumkan dalam Anggaran Penda
patan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Ang
garan 1979/1980, maka jumlah Subsidi/Perimbangan Keuangan Dae
rah untuk Propinsi Dacrah Tingkat I Bali harus disesuaikan denpan
jumlah yang telah diterima dari Pemerintah Pusal :

: Apar ketentuan-ketentuan yang tercantum pada diktum pertana,

kedua, Ketiga, kelima dan keenam dari keputusan Menleri Dalam
Megeri Nomor : KUPD.1/6/35-54 tentang Pengesahan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanjn Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Bali Tahun
Anggaran  1979/1980, diindahkan dan dilaksanakan sebapaimans
mestinya ;

. Tambahan dana dari Pendapatan Asli Daerah sendit uniuk proyek-

proyek yang dibiayai dari dana Program Bantuan Daceah Tingkac |
yang diarahkan, seperti tercantum pada Pasal-pasal :

1. 2P.1.1.01.01.002 : Proyek Banluan Penunjangan Jalan dan Sarans
; Perhubungan Kota ;

- 2P1.2.04.01.003 : Proyek Peningkatan Produksi Kehutanan

2P.1.2.06.01.001 : Proyek Intensifikasi Perikanan Pantai

2P.2.1.06.01.001 : Proyek Banluan Sosial :

2P.2.2,04.01.005 : Proyek Banluan Crash Program ;

2P.3.2.02.01.005 : Proyek Pembangunan Rehabilitasi dan Perlua-
san Gedung Kantor/Rumah DinasiLembag,
Instansi Propinsi Daevah Tingkat 1 Bali ¢

7. 2P.3.2.02.01.008 : Provek Pembangunan Rumah Pegawai /| Wisma;

harus dituangkan dalam DUPDA/DIPDA dengan kode/pasal pro.

yek tersendiri, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Neperi Nomor

21 Tahun 1979 tangeal 26 Juli 1979 tenlang Pedoman Lebih Lanjut

Mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembanpunan Daerah Ting-
kat I Tahun 19781980, Bagian 11 angka 8 huruf bsub (1) :

oo

: Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor @ KUPD 2611

tanggal 6 Januari 1979 tentang Penganggaran proyvek-proyek SIAPDA
seperti dimaksud pada angka 2.b, maka didalam Perubahan ANggaran
Pendapatan dan Belanjan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali Tahun
Anggaran 1979/1980), scharusnya proyek2 SIAPDA diangparkan juga
dalam pasal2/kode provek yang sama dengan menambahkan kode-kode
tertentu pada Bidang, Sektor, Sub Sektor, Program vang bersangkutan :

: Apabila pengeluaran biaya yang berhubungan dengan pembayaran

premi seperti tercantum pada pasal 2.2,3.1086 Komponen Anpgaran
Rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daeral
Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 merupakan suatu imbalan



Ketujuh

Iedelapan

jasa kepada pegawai - pegawal dari dinas penghasil yang bersangkutan,
maka segala sesuatunya harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri
Dalam MNegeri Nomor @ 126 Tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang
Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;

: Proyek penpadaan peralatan/perlengkapan gedung/kantor Pemerin-

tah Propinsi Dacrah Tingkal 1 Bali sebesar Rp. 28.000.000,— sepertl
tercanium pada Pasal 2P.2.01.01.010, supaya ditunjuk scorang Pim-
pinan Proyek dan untuk kegiatan-kegiatan provek dapat ditunjuk
Pimpinan Sub/Bagian Proyek ;

¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tangpal ditetapkan dan berlaku

surut sejak tanpgal penelapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat 1 Bali Nomor ; 04 Tahun 1979 tanggal 22 Desember 1979 tentang
Penelapan Perubahan | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali Tahun Anggaran 197971380, dengan
patatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran- hanya dapat
dianggap sah apabila didasarkan pada peraluran perundang-undangan
yang berlaku.

Ditetaphkan di : JAK AR T AL
Pada tanppal : 4 Pebruari 1980,

MENTERI DALAK NEGERI,
L.t.d.

AMIEMACIHMUILY.

keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yih Saudara Gubernur KDH Tingkat I Bali di Denpasar,

2. Yth. Saudara Kelua DPRD Tingkat I Bali di Denpasar,
1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth, Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta,

2, Yth, Saudara Menteri Koordinator Bidang Ekuin/Ketua Bappenas di Jakarla,
3. ¥th. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta,

1. Yih. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
1 - 4 untuk dimaklumi.-
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